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ABSTRAK 

Tujuan penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan, serta pengisian  SPT 1721 

terhadap pelaporan SPT 1721 pada Dinas ZYX. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode analisis deskrip tif yang sebelumnya data telah diperoleh dari 

berbagai sumber. Total pajak terutang tahun 2019 sejumlah Rp 63.328.082 yang telah 

dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2020 

Kata Kunci :  Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, pengisian SPT 1721, pelaporan SPT 

1721 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the calculation and deduction and filling of SPT 1721 

against reporting SPT 1721 at the ZYX Office. In this study, using a quantitative approach with 

descriptive analysis methods previously data has been obtained from various sources. The total 

tax payable amounting to Rp 63.328.082 has been paid on March 10, 2020 

Keywords :  Calculation and deduction revenue tax article 21, filling SPT 1721, reporting SPT 

1721 

 

PENDAHULUAN  

Bagian Pemerintah Pemerintah menggunakan sistem perpajakan sebagai 

instrumen kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan, di antaranya adalah redistribusi 

pendapatan, ekonomi stabilisasi, menyediakan barang publik, dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Kombinasi dan pentingnya tujuan ini berbeda-beda untuk 

masing-masing negara, dan biasanya bergantung pada latar belakang politik dan 

ekonomi masing-masing. Dengan demikian, desain sistem perpajakan berbeda untuk 

setiap negara. Sementara sistem perpajakan yang baik harus efisien dan adil, pada 

kenyataannya, kedua tujuan ini dapat saling bertentangan. Misalnya pajak sistem 

mungkin efisien - dalam arti menyebabkan distorsi minimum pada ekonomi, sehingga 

mendorong pertumbuhan ekonomi - tetapi juga mungkin tidak sesuai dalam 

pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan(Amir et al., 2013). 

Sektor pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dari suatu negara dan memiliki 

peranan penting dalam pembiayaan negara secara menyeluruh. Manfaat yang diperoleh 

masyarakat tidak secara langsung dapat dirasakan tetapi berupa fasilitas umum yang 

semakin memadai.Fasilitas itu berupa jalan raya, berbagai beasiswa, kesehatan, dan 

lain-lain. Jadi kesimpulannya pajak adalah iuran wajib dari masyarakat untuk negara 

yang bersifat memaksa.Terdapat beberapa pungutan pajakdiantaranya Pajak 

Penghasilan, PPN, PPnBM, dan bea materai yang semua jenis pajak ini masuk ke pajak 

pusat. 
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Pegawai tetap maupun tidak tetap pada suatu instansi merupakan subjek dan 

objek PPh 21. Dikatakan sebagai subjek pajak atas kegiatannya dalam bekerja 

sedangkan dikatakan objek pajak atas hasil dari kegiatannya sebagai pegawai yaitu gaji. 

PPh 21 adalah pajak yang dibebankan pada mereka yang bekerja dan mendapatkan 

penghasilan dari kegiatan yang mereka lakukan pada tempat tersebut. Sesuai UU Pajak 

Penghasilan di Indonesia, Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan 

pelaporan pajak terutangnya sendiri (self assessment). 

PPh  21 dihitung atas dasarPenghasilan Kena Pajak (PKP) dan harus dibayarkan 

pada waktu tertentu yaitu masa pajak atau tahun pajak hal itu bertujuan untuk 

mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemotongan PPh 21 adalah pungutan 

yang dihasilkan dari penghasilan pegawai yang dipotong oleh pemberi kerja, bendahara 

dan sejenisnya kemudian disetorkan kepada kas negara. 

Setelah Wajib Pajak melakukan penghitungan sendiri kemudian wajib melaporkan 

pajak terutangnya yang telah dihitung dan dipotong oleh pemberi kerja dengan 

menggunakan SPT Tahunan dan disampaikan ke KPP di wilayahnya. Penyampaian SPT 

Tahunan tidak melewati 31 Maret tahun berikutnya. 

 

KAJIAN TEORI 

Pengertian Pajak 

Perpajakan adalah alat kebijakan yang sangat penting. Terlebih lagi, banyak aspek 

perpajakan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu penelitian tentang 

perpajakan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan. Menurut (Lin & Jia, 2019) 

pajak adalah biaya keuangan wajib atau jenis pungutan lain yang dikenakan kepada 

wajib pajak ( individu atau badan hukum lainnya ) oleh organisasi pemerintah untuk 

mendanai berbagai pengeluaran publik. 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Lapisan tarif PPh 21 adalah: 

Tabel 1. Tarif Perpajakan Pasal 17 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

0 - Rp50.000.000 5% 

Rp50.000.000– Rp250.000.000 15% 

Rp 250.000.000– Rp500.000.000 25% 

Lebih dari Rp500.000.000 30% 

Sumber : UUPerpajakan No. 36 Tahun 2008 

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dikelompokkan berdasarkan (Kemenkeu, 

2016) pada Tabel 2. Penghitungan PTKP ditentukan dengan dasar keadaan pada awal 

Tahun Pajak atau awal bagian Tahun Pajak. 

 

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Besaran PTKP Tahun 2016 

Wajib pajak Rp 54.000.000 

WP kawin Rp 4.500.000 

Istri bekerja dan penghasilan digabung Rp 54.000.000 

Untuk setiap tanggungan Rp 4.500.000 
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Sumber: : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 

 

Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 14/PJ/2013, 2013) disebutkan 

bahwa induk SPT dan lampiran-lampirannya disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Keterangan SPT 1721 PPh Pasal 21 

No Kode Formulir Keterangan 

1.  1721 Induk SPT 

2.  1721-A Lampiran 1 

3.  1721-A1 Lampiran I-A 

4.  1721-A2 Lampiran I-B 

5.  1721-B Lampiran II 

6.  1721-C Lampiran III 

Sumber : Data Diolah 

Penelitian Terdahulu 

Menurut (Homenta, 2014) Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang ada Indonesia dan tepat waktu dalam 

melaporkan SPT masa. 

Menurut (Baguna et al., 2017) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. BRI Kantor. Penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus pada suatu instansi. Hasil penelitian menyatakan bahwa perhitungan 

pajak penghasilan 21 pada BRI cabang Manado belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang baru dan kurang teliti. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis deskriptif 

yang sebelumnya data telah diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian dilaksanakan di 

kantor Dinas ZYX bertempat di Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data pada 

kantor Dinas ZYX menggunakan observasi merupakan langkah pengumpulan data 

langsung terjun ke lapangan penelitian, wawancara dengan narasumber terkait, dan studi 

literature merupakan langkah pengumpulan data dengan mempelajari beberapa sumber 

literature yang berkaitan. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Sugiyono (2018) menegaskan, Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini 

definisi operasional variabel dapat ditujukan pada Tabel 4. Variabel penelitian 

dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki ketentuan tertentu digunakan peneliti untuk 

dipelajari kemudian menghasilkan kesimpulan. 
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Tabel 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. 1. Perhitungan dan 

Pemotongan SPT 

1721  

Perhitungan adalah melaksanakan 

penghitungan besarnya PPh 21 atas 

gaji neto yang diperoleh selama 

setahun dikalikan dengan tarif pajak 

yang berlaku. 

Pemotongan adalah melakukan 

pemotongan  atas.  

1. Penghasilan Bruto  

2. Biaya Jabatan 

3. Penghasilan Neto 

4. PTKP 

5. PKP 

6. Pajak Terutang 

7. Tarif Pasal 17 

Nominal 

2.  Pengisian SPT 

1721 

Pengisian SPT 1721 adalah mengisi 

SPT Masa PPh 21 dengan jumlah 

pajak yang akan disetorkan. 

Petunjuk Pengisian 

SPT 1721  

Nominal 

3.  Pelaporan SPT 

1721 

Pelaporan SPT 1721 adalah 

penyampaian SPT Tahunan PPh 21 

kepada Kantor Pelayanan Pajak 

ataupun melalui e-Filling. 

1. Daftar Perhitungan 

PPh Pasal 21 

Pegawai 

2. Form SPT 1721 

3. KPP 

Nominal 

Sumber : data diolah 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi merupakan langkah pengumpulan data dengan langsung terjun ke 

lapangan penelitian. 

2. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menanyakan langsung kepada narasumber terkait. 

3. Studi literature merupakan langkah pengumpulan data dengan mempelajari 

beberapa sumber literature yang berkaitan. 

 

Teknik Analisis Data 

1. Perhitungan dan Pemotongan SPT 1721 

Perhitungan dan pemotongan SPT 1721 dengan menggunakan Tarif Pasal 17 ayat 

(1) huruf a menurut Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008. 

2. Pengisian SPT 1721 

Pengisian dilakukan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 14/PJ/2013 

Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh 21 

dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau Pasal 26. 

3. Pelaporan SPT 1721 

Pelaporan SPT dilakukan berdasarkan pedoman Peraturan Dirjen Pajak Nomor 

PER 02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan 

SPT. 

PEMBAHASAN  

Data Pegawai 

Tabel 5. Data Pegawai dan Penghasilan Bruto 

No Nama Pegawai Jabatan & Status Penghasilan kotor 
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1 Ir. Hj. SITI KHARISAH, MM Kepala Kantor TK/0 211.611.139 

2 Drs. H. AGUS SEPTADI Kepala Kantor K/0 164.904.079 

3 GUNAWAN WIDHI WIBOWO,SE Sekretaris Dinas K/2 121.167.936 

4 DRS,AKHMAD SUDIYONO,M.PD Kepala Bidang K/2 114.245.292 

5 DRS,SIGIT BASUKI Kepala Bidang K/2 105.623.170 

6 AGUNG SUPRI HALDOKO,SE Kepala Bidang K/2 105.623.170 

7 KHAMLA NUGRAHENI,SE.Msi. Kepala Seksi K/2 83.368.891 

8 RAJIMAN ,S.PD Fungsional K/0 93.321.455 

9 SURADAL,S.PD Fungsional K/2 83.486.372 

10 DRS.,WALDIYONO Pelaksana K/1 78.777.132 

11 DJOKO WARDOJO.S.PD Kepala Seksi K/1 97.423.722 

12 TRI NURENDAH WIDI ASTUTI,BSC Kasubag K/1 95.291.964 

13 BINI,S.Sos Kepala Seksi K/0 91.188.353 

14 HARSONO HADI Kepala Seksi K/1 91.066.451 

15 DRS.DWI BUDI NUGROHO Kepala Seksi K/2 93.176.522 

16 BUDI SAPTONO, SE Kepala Seksi K/2 93.200.522 

17 DRA,RACHMA NATALINA A Kasubag K/1 89.259.946 

18 NGADIMIN Kepala Seksi K/2 91.225.289 

19 SITI KHALIMAH, SE Kepala Seksi K/1 87.376.027 

20 SUPARMONO Fungsional K/1 88.999.841 

21 RASA RAHARJA Fungsional K/0 84.691.210 

22 RAJIMAN Fungsional K/1 86.802.454 

23 SUPRIYADI Fungsional K/1 86.802.454 

24 SUKIRNO Fungsional K/0 82.597.272 

25 SUYADI Fungsional K/2 86.744.644 

26 BUDIONO Fungsional K/1 84.668.808 

27 SOMAJI Fungsional K/2 86.745.144 

28 SLAMET Fungsional K/2 84.652.788 

29 TRI HARIYANTO,A.Md Fungsional K/0 80.568.975 

30 SUMARKO Fungsional K/0 80.568.975 

31 BEJA,A.Md Fungsional K/2 86.643.274 

32 NGUSMAN,SE Fungsional K/1 76.781.027 

33 MOH.MAKHRUS Pelaksana TK/0 72.039.336 

34 ROHYANI,SE,MM Kepala Seksi K/2 86.746.243 

35 WAHYUDI,S.IP.S.ST Kepala Seksi K/2 102.978.622 

36 TUTI JULIJANTI,A.MD Kasubag TU K/2 79.683.663 

37 WAHYU NUGROHO S.Pd.T Fungsional K/2 64.147.245 

38 AGUS TURASYONO,S.Pd Fungsional K/1 62.456.300 

39 LATIF SETIAWAN ,S.Ed.T Fungsional K/2 64.147.245 

40 AGUS SUJOKO,BA Pelaksana K/2 78.159.387 

41 WAHYU WINARSIH Pelaksana TK/0 64.671.766 

42 EKA NOVIANA,S.Kom Pelaksana TK/0 55.978.888 
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43 KHOSINUDIN,A.MD Fungsional K/2 63.564.212 

44 LISTYA NUR INDRIANI,S.S Fungsional K/0 58.925.813 

45 HARI MULYONO Pelaksana K/2 81.446.070 

46 SARJIYO Pelaksana K/1 77.473.477 

47 RUSMIYATI Pelaksana TK/0 69.080.800 

48 MANISMAN Pelaksana K/2 77.516.484 

49 HARI SRIYONO Pelaksana K/2 77.516.484 

50 AGUS IRIYANTO Pelaksana K/1 73.729.229 

51 DJATMIKA HADI Pelaksana K/1 73.729.229 

52 SARIYUN Pelaksana K/1 73.729.229 

53 BEJO Pelaksana K/1 73.729.229 

54 MARDIYO Pelaksana K/1 73.729.229 

55 SUMARSIH Pelaksana TK/0 60.392.171 

56 RIA KUSUMASARI,SH Pelaksana TK/0 53.009.062 

57 RATMANTO Pelaksana K/2 69.776.979 

58 MUHRODI Pelaksana K/2 68.147.035 

59 SUSI SUHARYANTI,A.MD Pelaksana TK/0 53.833.018 

60 DAMAR FIBRANTORO,A.Md Pelaksana K/1 57.682.667 

61 NUR WIDIASTUTI,A.Md Pelaksana K/2 57.987.165 

62 MUHTAMIN Pelaksana K/2 67.414.310 

63 TAUFIQ NOOR,A.Md Pelaksana K/0 47.187.734 

64 ENGGAR SULISTYO NUGROHO Pelaksana K/0 47.187.734 

65 SLAMET Pelaksana K/0 51.396.682 

66 WAKHIDIN Pelaksana K/2 55.417.186 

67 AGUS HARTOYO Pelaksana K/2 55.433.146 

68 JATMIKA Pelaksana K/0 51.192.042 

69 ASRONI Pelaksana K/2 48.207.213 

70 YUDI SEPTIAWAN, S.SI Pelaksana K/2 77.936.685 

 Jumlah  5.615.983.307 

Sumber: Dinas ZYX 



FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN   

VOL 1 NO 2 Januari 2019 

P-ISSN 2622-2191   , E-ISSN  2622-2205   

 

320 

 

Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 

Tabel 6. Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 di Dinas ZYX 

No Nama status Uraian Dalam Rupiah 

1 Ir. Siti kharisah, MM Penghasilan Kotor        211.611.139  

 TK/0 Pengurangan  

  Biaya Jabatan 5%            6.000.000  

  Iuran Pensiun            2.400.000 

  Jumlah           ( 8.400.000 )  

  Penghasilan Bersih        203.211.139 

  PTKP TK/0        ( 54.000.000 )  

  PKP        149.211.139 

  PPH 21 terutang          17.381.671  

2 Drs. Sigit Basuki  Penghasilan Kotor        105.623.170  

 K/2 Pengurangan  

  Biaya Jabatan 5%            5.281.158  

  Iuran Pensiun            2.400.000 

  Jumlah      ( 7.681.158 )  

  Penghasilan Bersih          97.942.012 

  PTKP K/2        ( 67.500.000 ) 

  PKP          30.442.012 

  PPH 21 terutang            1.522.101 

Sumber: Data diolah 

Daftar Perhitungan & Pemotongan PPh 21 pada Pegawai Dinas ZYX( Dalam 

Rupiah ) 

Tabel 7. Daftar Perhitungan & Pemotongan PPh 21 pada Pegawai Dinas ZYX ( Dalam 

Rupiah ) 

N

o 
Nama 

Jabatan 

& Status 

Penghasila

n Kotor 

Pengurangan 
Penghasil

an Neto 
PTKP PKP  

Pajak 

Terutang Biaya 

Jabatan 

Iuran 

Pensiun 

  1 2 3 4=5%*3 5=5%*3 6=3-4-5 7 8=6-7 9 

1 

Ir. Hj. Siti 

Kharisah, MM 

Kepala 

Kantor 

TK/0 

211.611.13

9 
6.000.000 2.400.000  

203.211.13

9  
54.000.000  

149.211.1

39  

17.381.67

1  

2 

Drs. H. Agus 

Septadi 

Kepala 

Kantor 

K/0 

164.904.07

9 
6.000.000 2.400.000  

156.504.07

9  
58.500.000  

98.004.07

9  
9.700.612  

3 

Gunawan 

Widhi 

Wibowo,SE 

Sekretari

s Dinas 

K/2 

121.167.93

6 
6.000.000 2.400.000  

112.767.93

6  
67.500.000  

45.267.93

6  
2.263.397  

4 

Drs,Akhmad 

Sudiyono,M.Pd 

Kepala 

Bidang 

K/2 

114.245.29

2 
5.712.265 2.400.000  

106.133.02

7  
67.500.000  

38.633.02

7  
1.931.651  

5 

Drs,Sigit 

Basuki  

Kepala 

Bidang 

K/2 

105.623.17

0 
5.281.159 2.400.000  97.942.012  67.500.000  

30.442.01

2  
1.522.101  

6 

Agung Supri 

Haldoko,SE 

Kepala 

Bidang 
105.623.17

0 
5.281.159 2.400.000  97.942.012  67.500.000  

30.442.01

2  
1.522.101  
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K/2 

7 

Khamla 

Nugraheni,SE.

MSi. 

Kepala 

Seksi 

K/2 

83.368.891 4.168.445 2.400.000  76.800.446  67.500.000  9.300.446  465.022  

8 Rajiman ,S.Pd 

Fungsion

al K/0 
93.321.455 4.666.073 2.400.000  86.255.382  58.500.000  

27.755.38

2  
1.387.769  

9 Suradal,S.Pd 

Fungsion

al K/2 
83.486.372 4.174.319 2.400.000  76.912.053  54.000.000  

22.912.05

3  
1.145.603  

10 Drs.,Waldiyono 

Pelaksan

a K/1 
78.777.132 3.938.857 2.400.000  72.438.275  63.000.000  9.438.275  471.914  

11 

Djoko 

Wardojo.S.Pd 

Kepala 

Seksi 

K/1 

97.423.722 4.871.186 2.400.000  90.152.536  63.000.000  
27.152.53

6  
1.357.627  

12 

Tri Nurendah 

Widi 

Astuti,BSC 

Kasubag 

K/1 
95.291.964 4.764.598 2.400.000  88.127.366  63.000.000  

25.127.36

6  
1.256.368  

13 Bini,S.Sos 

Kepala 

Seksi 

K/0 

91.188.353 4.559.418 2.400.000  84.228.935  58.500.000  
25.728.93

5  
1.286.447  

14 Harsono Hadi 

Kepala 

Seksi 

K/1 

91.066.451 4.553.323 2.400.000  84.113.128  63.000.000  
21.113.12

8  
1.055.656  

15 

Drs.Dwi Budi 

Nugroho 

Kepala 

Seksi 

K/2 

93.176.522 4.658.826 2.400.000  86.117.696  67.500.000  
18.617.69

6  
930.885  

16 

Budi Saptono, 

SE 

Kepala 

Seksi 

K/2 

93.200.522 4.660.026 2.400.000  86.140.496  67.500.000  
18.640.49

6  
932.025  

17 

Dra,Rachma 

Natalina A 

Kasubag 

K/1 
89.259.946 4.462.997 2.400.000  82.396.949  63.000.000  

19.396.94

9  
969.847  

18 Ngadimin 

Kepala 

Seksi 

K/2 

91.225.289 4.561.264 2.400.000  84.264.025  67.500.000  
16.764.02

5  
838.201  

19 

Siti Khalimah, 

SE 

Kepala 

Seksi 

K/1 

87.376.027 4.368.801 2.400.000  80.607.226  63.000.000  
17.607.22

6  
880.361  

20 Suparmono 

Fungsion

al K/1 
88.999.841 4.449.992 2.400.000  82.149.849  63.000.000  

19.149.84

9  
957.492  

21 Rasa Raharja 

Fungsion

al K/0 
84.691.210 4.234.561 2.400.000  78.056.650  58.500.000  

19.556.65

0  
977.832  

22 Rajiman  

Fungsion

al K/1 
86.802.454 4.340.123 2.400.000  80.062.331  63.000.000  

17.062.33

1  
853.117  

23 Supriyadi 

Fungsion

al K/1 
86.802.454 4.340.123 2.400.000  80.062.331  63.000.000  

17.062.33

1  
853.117  

24 Sukirno 

Fungsion

al K/0 
82.597.272 4.129.864 2.400.000  76.067.408  58.500.000  

17.567.40

8  
878.370  

25 Suyadi 

Fungsion

al K/2 
86.744.644 4.337.232 2.400.000  80.007.412  67.500.000  

12.507.41

2  
625.371  

26 Budiono 

Fungsion

al K/1 
84.668.808 4.233.440 2.400.000  78.035.368  63.000.000  

15.035.36

8  
751.768  

27 Somaji 

Fungsion

al K/2 
86.745.144 4.337.257 2.400.000  80.007.887  67.500.000  

12.507.88

7  
625.394  

28 Slamet 

Fungsion

al K/2 
84.652.788 4.232.639 2.400.000  78.020.149  67.500.000  

10.520.14

9  
526.007  

29 

Tri 

Hariyanto,A.M

d 

Fungsion

al K/0 
80.568.975 4.028.449 2.400.000  74.140.526  58.500.000  

15.640.52

6  
782.026  
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30 Sumarko 

Fungsion

al K/0 
80.568.975 4.028.449 2.400.000  74.140.526  58.500.000  

15.640.52

6  
782.026  

31 Beja,A.Md 

Fungsion

al K/2 
86.643.274 4.332.164 2.400.000  79.911.110  67.500.000  

12.411.11

0  
620.556  

32 Ngusman,SE 

Fungsion

al K/1 
76.781.027 3.839.051 2.400.000  70.541.976  63.000.000  7.541.976  377.099  

33 Moh.Makhrus 

Pelaksan

a TK/0 
72.039.336 3.601.967 2.400.000  66.037.369  54.000.000  

12.037.36

9  
601.868  

34 

Rohyani,SE,M

M 

Kepala 

Seksi 

K/2 

86.746.243 4.337.312 2.400.000  80.008.931  67.500.000  
12.508.93

1  
625.447  

35 

Wahyudi,S.Ip.S

.St 

Kepala 

Seksi 

K/2 

102.978.62

2 
5.148.931 2.400.000  95.429.691  67.500.000  

27.929.69

1  
1.396.485  

36 

Tuti 

Julijanti,A.Md 

Kasubag 

TU K/2 
79.683.663 3.984.183 2.400.000  73.299.480  67.500.000  5.799.480  289.974  

37 

Wahyu 

Nugroho 

S.Pd.T 

Fungsion

al K/2 
64.147.245 3.207.362 2.400.000  58.539.883  67.500.000   -   -  

38 

Agus 

Turasyono,S.Pd 

Fungsion

al K/1 
62.456.300 3.122.815 2.400.000  56.933.485  63.000.000   -   -  

39 

Latif Setiawan 

,S.Ed.T 

Fungsion

al K/2 
64.147.245 3.207.362 2.400.000  58.539.883  67.500.000   -   -  

40 

Agus 

Sujoko,Ba 

Pelaksan

a K/2 
78.159.387 3.907.969 2.400.000  71.851.418  67.500.000  4.351.418  217.571  

41 

Wahyu 

Winarsih 

Pelaksan

a TK/0 
64.671.766 3.233.588 2.400.000  59.038.178  54.000.000  5.038.178  251.909  

42 

Eka 

Noviana,S.Kom 

Pelaksan

a TK/0 
55.978.888 2.798.944 2.400.000  50.779.944  54.000.000   -   -  

43 

Khosinudin,A.

Md 

Fungsion

al K/2 
63.564.212 3.178.211 2.400.000  57.986.001  67.500.000   -   -  

44 

Listya Nur 

Indriani,S.S 

Fungsion

al K/0 
58.925.813 2.946.291 2.400.000  53.579.522  58.500.000   -   -  

45 Hari Mulyono 

Pelaksan

a K/2 
81.446.070 4.072.304 2.400.000  74.973.767  67.500.000  7.473.767  373.688  

46 Sarjiyo 

Pelaksan

a K/1 
77.473.477 3.873.674 2.400.000  71.199.803  63.000.000  8.199.803  409.990  

47 Rusmiyati 

Pelaksan

a TK/0 
69.080.800 3.454.040 2.400.000  63.226.760  54.000.000  9.226.760  461.338  

48 Manisman 

Pelaksan

a K/2 
77.516.484 3.875.824 2.400.000  71.240.660  67.500.000  3.740.660  187.033  

49 Hari Sriyono 

Pelaksan

a K/2 
77.516.484 3.875.824 2.400.000  71.240.660  67.500.000  3.740.660  187.033  

50 Agus Iriyanto 

Pelaksan

a K/1 
73.729.229 3.686.461 2.400.000  67.642.768  63.000.000  4.642.768  232.138  

51 Djatmika Hadi 

Pelaksan

a K/1 
73.729.229 3.686.461 2.400.000  67.642.768  63.000.000  4.642.768  232.138  

52 Sariyun 

Pelaksan

a K/1 
73.729.229 3.686.461 2.400.000  67.642.768  63.000.000  4.642.768  232.138  

53 Bejo 

Pelaksan

a K/1 
73.729.229 3.686.461 2.400.000  67.642.768  63.000.000  4.642.768  232.138  

54 Mardiyo 

Pelaksan

a K/1 
73.729.229 3.686.461 2.400.000  67.642.768  63.000.000  4.642.768  232.138  

55 Sumarsih 

Pelaksan

a TK/0 
60.392.171 3.019.609 2.400.000  54.972.562  54.000.000  972.562  48.628  

56 

Ria 

Kusumasari,SH 

Pelaksan

a TK/0 
53.009.062 2.650.453 2.400.000  47.958.609  54.000.000   -   -  

57 Ratmanto Pelaksan 69.776.979 3.488.849 2.400.000  63.888.130  67.500.000   -   -  
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a K/2 

58 Muhrodi 

Pelaksan

a K/2 
68.147.035 3.407.352 2.400.000  62.339.683  67.500.000   -   -  

59 

Susi 

Suharyanti,A.M

d 

Pelaksan

a TK/0 
53.833.018 2.691.651 2.400.000  48.741.367  54.000.000   -   -  

60 

Damar 

Fibrantoro,A.M

d 

Pelaksan

a K/1 
57.682.667 2.884.133 2.400.000  52.398.534  63.000.000   -   -  

61 

Nur 

Widiastuti,A.M

d 

Pelaksan

a K/2 
57.987.165 2.899.358 2.400.000  52.687.807  67.500.000   -   -  

62 Muhtamin 

Pelaksan

a K/2 
67.414.310 3.370.716 2.400.000  61.643.595  67.500.000   -   -  

63 

Taufiq 

Noor,A.Md 

Pelaksan

a K/0 
47.187.734 2.359.387 2.359.387  42.468.961  58.500.000   -   -  

64 

Enggar Sulistyo 

Nugroho,A.Md  

Pelaksan

a K/0 
47.187.734 2.359.387 2.359.387  42.468.961  58.500.000   -   -  

65 Slamet 

Pelaksan

a K/0 
51.396.682 2.569.834 2.400.000  46.426.848  58.500.000   -   -  

66 Wakhidin 

Pelaksan

a K/2 
55.417.186 2.770.859 2.400.000  50.246.327  67.500.000   -   -  

67 Agus Hartoyo 

Pelaksan

a K/2 
55.433.146 2.771.657 2.400.000  50.261.489  67.500.000   -   -  

68 Jatmika 

Pelaksan

a K/0 
51.192.042 2.559.602 2.400.000  46.232.440  58.500.000   -   -  

69 Asroni 

Pelaksan

a K/2 
48.207.213 2.410.361 2.400.000  43.396.852  67.500.000   -   -  

70 

Yudi 

Septiawan, S.Si 

Pelaksan

a K/2 
77.936.685 3.896.834 2.400.000  71.639.851  67.500.000  4.139.851  206.993  

   
       

  Total   
5.615.983.3

07  

273.915.0

08  

167.918.7

73  

5.174.149.5

26  

4.410.000.0

00  

972.131.2

07  

63.328.08

2  

Sumber: Dinas ZYX 
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Pengisian SPT 1721 

Gambar 1. Pengisian Formulir SPT 1721 
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Sumber : Data diolah 

Gambar 2. Pengisian Formulir 1721-A 

 
Sumber : Data diolah 

Note: data lengkap dapat dilihat pada daftar perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 

tahun 2019 
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Gambar 3. Pengisian Formulir 1721-A2 

 

Sumber : Data diolah 
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Gambar 4. Pengisian Formulir 1721-B 

 

Sumber : Data diolah 
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Gambar 5. Pengisian Formulir 1721-C 

 

Sumber : Data diolah 

Prosedur Pelaporan SPT 1721 

1. Buat daftar perhitungan PPh Pasal 21 semua pegawai 

2. Buat bukti potong Formulir SPT 1721 A2 untuk semua pegawai 

3. Masukkan data perhitungan PPh 21 untuk semua pegawai tetap yang 

mempunyai NPWP ataupun tidak mempunyai NPWP ke Formulir SPT 1721 A  

4. Masukkan data perhitungan PPh Pasal 21 bagi semua pegawai tidak tetap pada 

Formulir SPT 1721 B 

5. Masukan data perhitungan PPh Pasal 21 semua pengurus, komisaris, dan 

pengawas dan tenaga ahli (jika ahli) pada Formulir SPT 1721 C 

6. Dari poin 3,4 dan 5 masukkan semua hasil perhitungannya ke Formulir Utama 

SPT 1721 sesuai petunjuk yang sudah tertera  

7. Lakukan pelaporan SPT 1721 paling lambat 31 Maret 2020 

 

Pelaporan SPT 1721 

Menurut Mardiasmo (2019) batas penyampaian SPT adalah untuk SPT Masa, 

maksimal 20 hari dari akhir Masa Pajak. Khusus SPT Masa PPN maksimal akhir bulan 

berikutnya. SPT Tahunan PPh,WP orang pribadi, maksimal 3 bulan tahun berikutnya. 

Kemudian untuk SPT Tahunan PPh,  WP badan, maksimal 4 bulan tahun berikutnya.  
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KESIMPULAN 

Kesimpulan hasil penelitian adalah hasil perhitungan dan pemotongan PPh 21 

pada Dinas ZYX untuk tahun 2019 sebesar Rp 63.328.082 dan sesuai dengan tarif PPh 

Pasal 17 UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pengisian SPT 1721 pada Dinas ZYX 

telah sesuai dengan Peraturan DJP Nomor PER 14/PJ/2013. Pelaporan SPT 1721 

tahunan telah dilaporkan oleh Dinas ZYX pada tanggal 10 Maret 2020.  

Berdasarkan hasil perhitungan dan pemotongan di atas dapat diketahui bahwa 

perhitungan dan pemotongan serta pengisian SPT 1721 terhadap pelaporan SPT 1721 

pada Dinas ZYX sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak dan UU Perpajakan Nomor 36 

Tahun 2008. Pelaporan SPT 1721 pada Dinas ZYX telah dilaksanakan tepat pada 

waktunya 
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